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BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : W {403 Tanunl 10641

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCAN GAN PERAT;I:ggE%%I;&TI
SUKOHARJO TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

BUPATI SUKOHARJO,

+. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Penyusungn
dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo
tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan
Perundang-undangan Daerah perlu membentuk Tim;

L,  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan
pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun
rancangan Peraturan Kepala Daerah,;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Tim
penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang

Standar Operasional Prosedur Penegakan Perundang-
undangan Daerah:;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

hurut a, huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan Keputusan
Bupati;

Menimbang

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pfembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah:

2. Undang—lrlndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun. 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82

Tambahan Lemb : .
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4.

10.

11.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 3258 ), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011
tentang Standar Opresional Prosedur Satuan Polisi

Pamong Praja (Berita Negara Republik Inonesia Tahun
2011 Nomor 705);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Ta :un 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun
2016 tentang Penyidik Pegawal Negeri Sipil (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 229);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun

2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 236);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

TEMBUSAN :

Sukoharjo;
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun

2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

. Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati

Sukoharjo tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan
Perundang-undangan Daerah, dengan susunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

. Tugas dan Tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum

KESATU adalah sebagai berikut:

d.

C.

merencanakan dan  mempersiapkan penyusunan
Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Standar
Operasional Prosedur Penegakan Perundang-undangan
Daerah di Kabupaten Sukoharjo;

_ melaksanakan koordinasi dan pembahasan Rancangan

Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Standar Operasional
Prosedur Penegakan Perundang-undangan Daerah di
Kabupaten Sukoharjo; dan

melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

. Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal iR MOLeL 2011,

BUPATI SUKOHARJO,
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Keputusan ini dikirim kepada

Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di

3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Tim yang bersangkutan.




Lampiran :
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Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor
Tanggal

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEGAKAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

JABATAN/ INSTANSI

NO DALAM TIM KETERANGAN
 § 2 3 4
1. | Bupati Sukoharjo Pengarah Memberikan nasehat,
arahan dan petunjuk
2. | Sekretars Daerathabupaten Penanggung | Bertanggung jawab seluruh
Sukoharjo jawab pelaksanaan kegiatan
3. | Asisten Pemerintahan Sekretaris Koordinator Mengkoordinir
Daerah Kabupaten Sukoharjo pelaksanaan kegiatan
4. | Kepala Satuan Polisi Pamong Ketua Bertanggung jawab
Praja Kabupaten Sukoharjo terhadap seluruh kegiatan
5. | Sekretaris Satuan Polisi Pamong Wakil Ketua | Melaksanakan tugas sesuai
Praja Kabupaten Sukoharjo dengan bidang tugasnya
. Képala Bagian Hukum Sekretaris Melaksanakan tugas
Sekretariat Daerah Kabupaten dibidang kesekretariatan
Sukoharjo
7. | Kepala Kepolisian Resor Anggota Melaksanakan tugas sesuai
Sukoharjo dengan bidang tugasnya
8. | Kepala Bidang Penegakan Anggota Melaksanakan tugas sesuai
Perundang-undangan Daerah dengan bidang tugasnya
pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sukoharjo
9. | Kepala Bidang Ketertiban Umum Anggota Melaksanakan tugas sesuai
dan Ketentraman pada Satuan dengan bldang tugasnya
Polisi Pamong Praja Kabupaten
Sukoharjo
10. | Kepala Seksi Penegakan pada Anggota Melaksanakan tugas sesuai
Bidang Penegakan Perundang- dengan bidang tugasnya
undangan Daerah Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten
Sukoharjo
11. | Kepala Seksi Bimbingan dan Anggota Melaksanakan tugas sesuai

Pengawasan pada Bidang
Penegakan Perundang-undangan
Daerah Satuan Polisit Pamong
Praja Kabupaten Sukoharjo

dengan bidang tugasnya
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12.

Kepala Seksi Hubungan Antar
l.embaga pada Bidang Penegakan
Perundang-undangan Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sukoharjo

Anggota

Melaksanakan tugas sesuat
dengan bidang tugasnya

13.

Kepala Seksi Deteksi Din1 pada
Bidang Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten
Sukohano

Anggota

Melaksanakan tugas sesuai
dengan bidang tugasnya

14.

Kepala Seksi Operasional dan
Pengendalian pada Bidang
Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten
Sukoharjo

Anggota

Melaksanakan tugas sesuai
dengan bidang tugasnya

15.

Kepala Seksi Pembinaan
Masyarakat pada Bidang
Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten
Sukoharjo

Anggota

Melaksanakan tugas sesual
dengan bidang tugasnya

16.

Kepala Sub Bagian Peraturan
Perundang-undangan pada
Bagian Hukum Sekretanat
Daerah Kabupaten Sukoharjo

Anggota

Melaksanakan tugas sesuai
dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,
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